SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, perlu melakukan perubahan terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,



10.

11.

12.

13.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
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14.

15.

16.

17.

18.

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

Peraturan Daerah  Kabupaten Kebumen Nomor 12
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2015 Nomor 12 );

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Menetapkan

dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah
Rp.2.604.207.342.000,00 bertambah sejumlah Rp.435.187.846.000,00 sehingga
menjadi Rp.3.039.395.188.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a Pendapatan

1. Semula

Rp. 2.525.788.031.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 253.326.729.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.779.114.760.000,00
b. Belanja
1. Semula Rp. 2.604.207.342.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 435.187.846.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 3.039.395.188.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (260.280.428.000,00)




1)

Pembiayaan

1. Penerimaan
a) Semula Rp. 91.319.311.000,00
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 180.861.117.000,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 272.180.428.000,00
2. Pengeluaran
a Semula Rp. 12.900.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 11.900.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 260.280.428.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 00,00
Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp. 216.524.649.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 56.703.930.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 273.228.579.000,00

. Dana perimbangan

1. Semula Rp. 1.487.315.081.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 497.103.677.000,00

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.984.418.758.000,00

. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp. 821.948.301.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (300.480.878.000,00)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan Rp. 521.467.423.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan :

a.

b.

Pajak Daerah

1. Semula Rp. 49.043.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 9.389.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 58.432.000.000,00
Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 26.135.019.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 400.448.000,00



Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 26.535.467.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 6.201.619.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 554.329.000,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan Rp

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp. 135.145.011.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 46.360.153.000,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

6.755.948.000,00

setelah Perubahan Rp. 181.505.164.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula Rp. 34.576.982.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.309.185.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp.
b. Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp. 1.256.068.249.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 00,00

40.886.167.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 1.256.068.249.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp. 196.669.850.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 490.794.492.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp.
d. Dana Insentif Daerah
1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan  Rp.

687.464.342.000,00

00,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah hibah setelah Perubahan Rp.

1.500.000.000,00



b. Dana Darurat

1. Semula Rp. 00,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 00,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1. Semula Rp. 99.365.806.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah

Perubahan Rp. 99.365.806.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp. 382.433.637.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (346.575.321.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan Rp. 35.858.316.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
1. Semula Rp. 57.747.312.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 44.594.443.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 102.341.755.000,00

f. Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN
1. Semula Rp. 282.401.546.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari
APBN setelah Perubahan Rp. 282.401.546.000,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a.Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp. 1.746.115.507.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 108.275.890.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.1.854.391.397.000,00
b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 858.091.835.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 326.911.956.000,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 1.185.003.791.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 1.273.776.543.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 88.469.071.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 1.362.245.614.000,00
b.Belanja Bunga
1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 00,00



c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 00,00
d.Belanja Hibah
1. Semula Rp. 7.295.806.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 15.152.292.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 22.448.098.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp. 41.420.700.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.489.210.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 42.909.910.000,00
f. Belanja Bagi Hasil
1. Semula Rp. 7.802.433.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 978.945.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 8.781.378.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan
1. Semula Rp. 413.320.025.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.365.919.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah

Perubahan Rp. 415.685.944.000,00
h.Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp. 2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (179.547.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.320.453.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 48.757.590.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.348.403.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 52.105.993.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa
Semula Rp. 304.160.103.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 92.918.496.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubahan Rp. 397.078.599.000,00
c. Belanja Modal
1. Semula Rp. 505.174.142.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 230.645.057.000,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 735.819.199.000,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 91.319.311.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 180.861.117.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 272.180.428.000,00
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(2)

(3)

b. Pengeluaran
1. Semula Rp. 12.900.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 11.900.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan :
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula Rp. 88.819.311.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 181.231.552.000,00

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah

Perubahan Rp. 270.050.863.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan
1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah
perubahan Rp. 00,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan Rp. 00,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah
Perubahan Rp. 00,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
1. Semula Rp. 2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (370.435.000,00)
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah Perubahan Rp. 2.129.565.000,00
f. Penerimaan piutang daerah
1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah

Perubahan Rp. 00,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 00,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah

Perubahan Rp. 00,00
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b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

Semula Rp. 10.400.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah
Daerah setelah Perubahan Rp. 10.400.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang
Semula Rp. 00,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah
Perubahan Rp. 00,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Semula Rp. 2.500.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah
Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini, terdiri dari :

a.

b.

Lampiran I :  Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan

Kegiatan;
Lampiran V :  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI  : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan
dan per Jabatan;

Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
dan

Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 6
Dalam hal terjadi keadaan darurat setelah ditetapkannya Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten
Kebumen dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang
selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Keuangan Daerah tahun
anggaran berkenaan.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(l) paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah
Kabupaten Kebumen dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak dapat diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten
Kebumen; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja
Tidak Terduga.

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan

dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Kabupaten Kebumen dan masyarakat; dan

c. adanya kebijakan Pemerintah yang berimplikasi pada beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam

keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 7
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd

MOHAMMAD YAHYA FUAD
Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI
JAWA TENGAH:( 9 /2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006
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